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ABSTRAK

Seorang kreator/inventor yang menciptakan paten memiliki hak ekonomi dan
hak moral yang dapat dieksploitasi oleh pemiliknya untuk mendapatkan suatu
keuntungan ekonomi. Inventor Aparatur Sipil Negara (ASN) Peneliti kenyataannya
belum dapat menikmati Hak ekonomi karena dibatasi dengan mekanisme keuangan
negara yaitu UU PNBP yang harus segera menyetorkan pendapatannya dari pengguna
HKI karena merupakan kekayaan milik negara.

Kata kunci : Paten, Alter Ego, Hak Ekonomi, Inventor, ASN Peneliti.
ABSTRACT

A creator / inventor who created the patent has the economic rights and moral
rights which can be exploited by the owner to gain an economic advantage. Inventor
State Civil Apparatus (ASN) Researchers have not been able to enjoy the fact that
economic rights as restricted by the state of the financial mechanism, namely non-tax
Act should immediately deposit the revenue from users of IPR as a state assets.
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|. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Salah satu modal baru pembangunan suatu bangsa adalah IiImu Pengetahuan

dan Teknologi (Iptek).Modal baru pembangunan ini mendampingi bahkan mulai
menggantikan posisi dan modal pembangunan lama yang selama ini kita kenal yakni
sumber daya alam. Penguasaan iptek inilah yang dimanfaatkan oleh negara-negara
maju seperti Jepang, Korea Selatan dan negara-negara lainnya yang sedikit sumber
daya alamnya untuk memperoleh devisa negara. Hasil akhir suatu pengembangan
teknologi hingga menghasilkan suatu nilai komersial disebut komersialisasi teknologi.

Banyak negara di dunia ini telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat



pesat karena keberhasilannya memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi dan kemudian mampu menggelorakan industri kreatif.'Dengan penguasaan
teknologi menjadikan suatu negara yang bersangkutan mempunyai keunggulan
komparatif atas negara-negara lainnya.

Dalam hal eksploitasi dan komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai
aset bisnis atau industrialisasi, pelaku usaha harus tunduk pada hukum pasar.
Pelaku usaha akan melakukan eksploitasi dan komersialisasi HKI apabila biaya
produksi marginal lebih kecil dari harga jual, adanya kompetisi usaha yang sehat dan
adanya permintaan serta daya beli yang tinggi. Hal tersebut merupakan pendorong
utama bagi dilakukannya eksploitasi dan komersialisasi HKI ini.

HKI ini telah menjadi perhatian yang sangat penting karena memberi kontribusi
yang besar bagi kemajuan masyarakat, termasuk di bidang ekonomi dan teknologi.
Kemajuan teknologi saat ini mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan
ekonomi dunia dan salah satu indikatornya adalah dalam penilaian daya saing di
mana Indonesia saat ini menempati peringkat 34 di dunia naik empat peringkat dari
tahun lalu, salah satu penilaian dari daya saing ini adalah pilar inovasi dan inovasi ini
sebagian besar dihasilkan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan
pengembangan (lembaga litbang) yang memiliki peran penting sebagai sumber

penghasil Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terutama paten melalui berbagai aktivitas

YIndustri kreatif adalah industri yang mengandalkan kekuatan kreativitas dan intelektualisme.Pada
umumnya, produk-produk industri kreatif termasuk dalam perlindungan HKI, seperti periklanan, arsitektur,
desain, kerajinan dan sebagainya.



riset dan inovasi yang dilakukannya untuk mendorong peningkatan perolehan HKI di
Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang.?

Namun, teknologi hasil penelitian dan pengembangan beberapa lembaga litbang
dan perguruan tinggi yang patennya telah grandted didalamnegeri tidak sampai 10
persen yang digunakan industri. Banyak faktor yang memengaruhi, salah satu
penyebabnya yang penting disoroti sebagai akibat kelangkaan penggunaan paten-
paten domestik oleh industri karena kurangnya link and match dengan kebutuhan
pasar dan berorientasi pada paten bernilai ekonomi tinggi. Seharusnya peningkatan
paten domestik harus diiringi dengan komersialisasi teknologi sehingga dapat bernilai
ekonomi yang tinggi.

Kreator maupun Inventor yang menciptakan inovasi dan berada di Institusi
Pemerintah disebut Aparatur Sipil Negara (ASN)® Peneliti (dahulu disebut: Pegawai
Negeri Sipil atau PNS) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (ASN), disahkan pada tanggal 15 Januari 2014, mempunyai
tugas pokok dan fungsinya melakukan penelitian dan pengembangan serta
penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
diharapkan dapat menciptakan invensi-invensi baru, mengandung langkah inventif
(inventive step) yaitu langkah pemikiran kreatif yang lebih maju dari hasil penemuan

sebelumnya, serta dapat diterapkan dalam industri.

’Humas Ristek,"Focus Group Discussion (FGD) Pemanfaatan HKI di Industri”, Sabtu, 4 Oktober 2014,
<http://www?2.ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/14999>, (2-11- 2014).

%UU No. 5 tahun 2014 Pasal 1 angka 1 berbunyi “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja
pada instansi pemerintah.”



Pengertian prinsip alter ego adalah prinsip yang meletakkan dasar pengakuan
ekonomi maupun hak moral dari pencipta, sehingga pencipta mempunyai hak
alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya.

Pada hakikatnya prinsip alter ego menempatkan inventor sebagai pihak yang
tinggi kedudukannya dan tidak bisa diganggu gugat kepemilikannya terhadap suatu
invensi yang diciptakannya, namun secara umum prinsip alter ego menekankan
penghargaan yang tinggi kepada pencipta dengan ciptaannya dan melekat pada diri
pencipta.

Bila kita mencermati prinsip alter ego tersebut, secara filosofi pemberian royalti
diberikan kepada seseorang, bukanlah merupakan biaya untuk melaksanakan
kembali suatu kegiatan, tetapi merupakan bentuk penghargaan (reward) terhadap

seseorang yang telah melaksanakan kegiatan.

.Indentifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka

identifikasi masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi prinsip alter ego terkait perlindungan hak ekonomi
bagi ASN Peneliti berdasarkan UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten?

2. Bagaimanakah konsep pengaturan untuk memberikan hak ekonomi kepada
inventor ASN Peneliti dalam meningkatkan pemenuhan dan komersialisasi paten

domestik?
METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian

deskriptif analisis dengan metode yuridis normatif yaitu bersifat memaparkan atau



menggambarkan permasalahan-permasalahan yang ada dan memperoleh gambaran
(deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan
pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum

tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

lll. HASIL DAN PEMBAHASAN

A.Implementasi Prinsip Alter Ego terkait Perlindungan Hak Ekonomi Bagi ASN
Peneliti yang Berdasarkan UUNo0.14 Tahun 2001 tentang Paten

Peneliti dengan hasil karya-karyanya merupakan aset bangsa yang selayaknya
mendapat perhatian dan penghargaan(reward) dari negara. Di Indonesia
penghargaan terhadap hasil karya baik temuan (invensi) atau ciptaan para peneliti
termasuk dalam ruang lingkup perlindungan HKI.

HKI sebagai penghargaan kepada peneliti dan perekayasa yang menghasilkan
patenbernilai ekonomi diwujudkan dalam hak ekonomi dan hak moral yang tertuang
di dalam Pasal 12 Undang-Undang Paten. Sebagai suatu hak ekslusif yang berasal
dari kemampuan intelektual perlu mendapat perlindungan hukum yang memadai.

Endang Purwaningsih berpendapat bahwa :*

“Suatu perlindungan hukum seharusnya diberikan untuk memacu kreativitas

menciptakan suatu invensi. Tanpa Adanya perlindungan maka kegiatan dalam

bidang penelitian dan pengembangan di bidang apa pun akan tidak bergairah.

Diperlukan insentif dari pemerintah serta jaminan perlindungan hukumnya agar

setiap hasil kreativitas intelektual tidak mudah ditiru oleh pihak lain. Memang dari

sudut pandang negara berkembang, HKI dan perlindungannya mungkin belum
begitu berperan dalam pembangunan. Namun demikian mengingat kepentingan

baik individu, masyarakat, maupun nasional dan internasional sangatlah perlu
untuk memberi perlindungan, meskipun hanya minimal sesuai standar TRIPS.”

4Endang Purwaningsih, op.cit.him 15.



Tenaga-tenaga ahli ASN Peneliti seperti juga pegawai swasta diberikan hak
ekslusif paten yaitu hak ekonomi dan hak moral sesuai diamanatkan dalam Undang-
Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 terutama di dalam Pasal 12, disebutkan
inventor berhak mendapat imbalan layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi
yang diperoleh dari temuan tersebut. Ketentuan tersebut tentunya berlaku secara
umum untuk semua inventor, baik yang bekerja untuk lembaga pemerintah maupun
swasta.Salah satu manfaat dari mematenkan temuan teknologi adalah agar temuan
tersebut mendapat perlindungan hukum.

Paten merupakan modal yang berpotensi memberikan keuntungan ekonomi
masyarakat dan negara, yaitu dari pendapatan royalti pemberian lisensi paten serta
meningkatkan penerimaan pajak. Di Amerika Serikat, Jepang dan negara-negara
Eropa, komersialisasi paten didorong untuk menghasilkan devisa bagi negara dan
royalti kepada inventor. Regulasi di Indonesia malah sebaliknya, paten justru menjadi
sumber kerugian terutama paten yang anggarannya dibiayai oleh negara, dibiarkan
"tidur” tidak didorong untuk memanfaatkannya.

Hal tersebut disebabkan komersialisasi paten belum memiliki aturan yang jelas,
seperti belum adanya peraturan tentang perjanjian lisensi dan mekanisme pemberian
royalti kepada inventor dan penggunaan royalti untuk membayar biaya pemeliharaan
paten serta belum ada bisnis berbasis paten di lembaga riset dan perguruan tinggi,
seperti yang dilakukan Malaysia membentuk badan khusus yang menangani
komersialisasi inovasi yaitu Innovation and Comercialitation Division, Ministry of
Science Technology and Innovation (MOSTI) yang bertugas sebagai penghubung

antara lembaga riset/perguruan tinggi dengan industri. Sebaiknya pemerintah



mengadopsi hal tersebut sehingga peneliti tidak dipusingkan dengan hal-hal lain
selain dari penelitian dan lebih fokus daripada memikirkan pemasaran paten-paten
yang diciptakannya.

Pemerintah sebagai regulator sangat penting dalam meningkatkan pemenuhan
dan komersialisasi paten domestik, seperti yang dilakukan misalnyamemberikan
insentif paten, keringanan paten 50% dari biaya total kepada lembaga litbang dan
instansi pendidikan dan pemberian pembebasan pemeliharaan paten selama 5 tahun
pertama, hal ini disebabkan untuk awal komersialisasi belum mendapatkan untung
dari komersialisasi paten tersebut.

Pemerintah diharapkan dapat mencontoh negara-negara maju seperti Jepang
dan negara-negara lain yang memiliki visi dan misi yang tajam dan terarah dalam
memanfaatkan paten-paten domestik, sehingga ada hubungan yang harmonis antara
dunia penelitian dan industri dalam mendukung komersialisasi paten domestik.

Di dalam prinsip alter ego adalah prinsip yang meletakkan dasar pengakuan
ekonomi maupun hak moral dari pencipta, sehingga pencipta mempunyai hak
alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya.

Pada hakikatnya prinsip alter ego menempatkan inventor sebagai pihak yang
tinggi kedudukannya dan tidak bisa diganggu gugat kepemilikannya terhadap suatu
invensi yang diciptakannya. Namun secara umum prinsip alter ego menekankan
penghargaan yang tinggi kepada pencipta dengan ciptaannya.

Di dalamPasal 12 UU Paten ini terdapat doktrin atauprinsipalter ego(refleksi
kepribadian pencipta) yaitu bahwa royalti atau hak ekonomi merupakan hak yang

dimiliki pencipta atau inventor dan melekat pada diri pencipta atau inventor. Semakin



beragam dan berkualitasnya HKI yang diciptakan akan memberikan nilai tambah
terhadap martabat dan keuntungan-keuntungan materiil atau ekonomi seorang
pencipta atau inventor.’

Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (1) sampai ayat (6) UU Paten disebutkan:

(1) Pihak yang berhak memperoleh paten atas suatu invensi yang dihasilkan
dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberi pekerjaan tersebut,
kecuali diperjanjikan lain.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku terhadap
invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang
menggunakan data/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaanya sekalipun
perjanjian tersebut tidak mengharuskan untuk menghasilkan invensi.

(3) Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak
mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi
yang diperoleh dari invensi tersebut.

(4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan:

a. Dalam jumlah tertentu dan sekaligus;

b. Persentase;

c. Gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau
bonus;

d. Gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus; atau

e. Bentuk lain yang disepakati para pihak yang besarnya ditetapkan oleh
pihak-pihak yang bersangkutan.

(5) Dalam hal ini tidak terdapat keseuaian mengenai cara perhitungan dan
penetapan besarnya imbalan, keputusan untuk itu diberikan oleh Pengadilan
Niaga.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sama
sekali tidak menghapuskan hak inventor untuk tetap dicantumkan namanya
dalam sertifikat paten.”

Dalam Pasal 12 ayat (1) UU Paten yang berhak mendapat invensi paten adalah
pihak yang memberi kerja jika memang pekerjaan dalam menghasilkan invensi
tersebut dalam suatu lingkup hubungan kerja. Penulis berpendapat, bahwa
implementasi prinsip alter ego terkait perlindungan hak ekonomi bagi ASN Peneliti
dalam Pasal 12 ayat (1)UU Paten belum sesuai dengan hakikatnya karenapemilik

paten adalah pihak yang memberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.Hal tersebut belum

5Eddy Damian, loc.cit.



menempatkan inventor sebagai pihak yang tinggi kedudukannya dan tidak diganggu
gugat kepemilikannya terhadap suatu invensi yang diciptakannya.

Menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia, paten yang dihasilkan oleh
institusi pemerintah dikuasai oleh negara tanpa adanya kebijakan yang memberikan
pengalihan penguasaan tersebut kepada institusi yang bersangkutan.Bahkan
ketentuan tentang kepemilikan Paten yang dihasilkan oleh inventor yang bekerja di
lingkungan institusi pemerintah diatur dengan ketentuan yang lebih rinci dengan
istilah “hubungan kedinasan”.Namun terjadi perbedaan dalam hal kepemilikan hak
cipta berupa artikel hasil penelitian yang dananya dibiayai oleh negara yang
dipublikasikan pada jurnal internasional ataupun dalam bentuk buku, dimiliki oleh
pencipta ataupun penulis.Hal tersebut terjadi perbedaan antara paten dan hak cipta
berupa artikel atas hasil penelitian yang dibiayai oleh negara.

Penulis berpendapat, bahwa seharusnya prinsip alter egodi dalam HKI harus
menempatkan inventor ataupun pencipta sebagai pihak yang tinggi kedudukannya
dan tidak bisa diganggu gugat kepemilikannya terhadap invensi yang
diciptakannya.Prinsip alter egoinitertuang dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2001
tentang Paten Pasal 12 tidak disebutkan secara eksplisit, namun tercermin di dalam
beberapa pasal yang mengaturnya sehingga prinsip alter ego ini bukan merupakan
dasar hukum yang konkrit melainkan lahir dalam pasal-pasal yang memberikan
perlindungan hukum yang serasi yang mengandung arti perlakuan yang sama atau
tidak diskriminatif.

Walaupun prinsip alter ego pemilik invensi adalah yang memberi pekerjaan

namun pemerintah menjamin pemberian royalti di dalam ayat (3) dan (4).Ketentuan



tersebut tentunya berlaku secara umum untuk semua inventor, baik yang bekerja
untuk lembaga pemerintah maupun swasta.

Di dalam ayat (3) dan ayat (4) UU Paten disebutkan bahwa inventor berhak
mendapat imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang
diperoleh dari invensi tersebut. Mekanisme pembayaran royalti diberikan dalam
jumlah tertentu dan sekaligus, persentase, gabungan antara jumlah tertentu dan
sekaligus dengan hadiah atau bonus, gabungan antara persentase dan hadiah atau
bonus, atau bentuk lain yang disepakati oleh para pihak, yang besarnya ditetapkan
oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pemberian royalti hasil alih teknologi terhadap inventor yang menciptakan
invensinya sendiri dengan biaya sendiri tidak menjadi kendala, namun pemberian
sebagian royalti hasil alih teknologi ASN Peneliti yang menghasilkan paten dari hasil
komersialisasi paten pada Institusi Pemerintah dalam praktiknya belum dapat
diimplementasikan karena terbentur dengan mekanisme keuangan negara, yaitu UU
No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).Hal ini
disebabkan lembaga litbang dan perguruan tinggi negeri selaku pemegang HKI
mengeluarkan sebagian penerimaan royalti yang menjadi hak inventor pada
dasarnya dana yang diterima dari pengguna HKI bukan kekayaan pemegang HKI
tapi milik negara yang wajib disetor langsung ke kas negara sebagai PNBP.

Sedangkan pemberian royalti juga diperkuat dengan UU No.18 Tahun 2002
tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan Iimu Pengetahuan dan

Teknologi (UU Sisnas P3 Iptek) Pasal 16 ayat (3), yang menyatakan:



“(3) Perguruan tinggi dan lembaga litbang pemerintah berhak menggunakan
pendapatan yang diperolehnya dari hasil alih teknologi dan/atau pelayanan jasa
iImu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan diri.”

Pemberian royalti kepada inventor dipertegas pula oleh PP No. 20 tahun 2005
tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan
Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan,
khususnya Pasal 38 ayat (2) poin b yang menyatakan:

“b. memberikan insentif yang diperlukan untuk meningkatkan motivasi dan

kemampuan invensi di lingkungannya;”

Perbedaan persepektif ini telah dicarikan solusi pembuat UU Sisnas P3 Iptek
dengan menyebutkan sebagai “lex specialis” sehingga perlakuannya harus
dibedakan dari ketentuan atau perlakuan terhadap ketentuan terhadap keuangan
negara secara umum.

Kementerian Keuangan selaku pengambil keputusan di bidang keuangan negara
berpandangan ASN Peneliti yang menggunakan anggaran publik dalam kegiatan
penelitiannya, tidak diperkenankan untuk memperoleh pendapatan lain. Alasannya
karena model pembiayaan yang dikenal dalam sistem keuangan negara Indonesia
hanya mengenal 2 model pembiayaan. Pertama, model pembiayaan yang melekat
pada jabatan seperti gaji dan remunerasi, dan kedua, model pembiayaan yang
melekat pada kegiatan yang bersifat insidentil.

Perbedaan cara pandang terutama terhadap UU No. 20 tahun 1997 tentang
PNBP, royalti dipandang sebagai penerimaan yang izin penggunaannya harus

berdasarkan PP tentang jenis tarif atau pengenaan sistem tarif. Padahal peneliti dan

lembaga litbang mengharapkan royalti sebagai pengeluaran atau insentif.



Penelitian yang dilakukan penulis, bahwa Institusi Pemerintah belum secara
seragam dalam menetapkan mekanisme pemberian royalti kepada inventor yang
memiliki paten. Mereka takut menggunakan keuntungan dari hasil komersialisasi
disebabkan nantinya akan menjadi temuan dari pemeriksaan BEPEKA ataupun
Inspektorat, mereka mencari jalan aman dengan menahan pendapatan royalti
daripada harus terjerat dalam berbagai kasus, karena dianggap menyalahgunakan
anggaran. Mereka masih menggunakan mekanisme PNBP disetorkan ke kas negara
baru ditarik untuk pembayaran sebagian royalti inventor.

Namun ada juga Institusi Pemerintah yang membuat pengaturan secara khusus
seperti Surat Keputusan Kepala Litbang ataupun Perguruan Tinggi mengenai
persentase pembagian imbalan yang layak bagi inventor atas bagian royalti dari
lisensi invensi yang diterimanya.Secara operasional hal itu dimungkinkan
diimplementasikan dan dapat dilakukan setelah penyetoran PNBP atau sebelum
penyetoran PNBP.

Hal ini yang menyebabkan riset tersebut tidak bermanfaat disebabkan motivasi
para peneliti atau perekayasa karena sulitnya mendapatkan royalti sehingga para
peneliti menciptakan invensinya hanya sebatas menambah angka kredit dalam
jabatan fungsionalnya dan tidak bertujuan meningkatkan komersialisasi paten-paten
domestik. Akibatnya paten-paten tersebut tidak dibayar biaya pemeliharaannya dan
patennya dibatalkan dan akan menjadi milik umum (public domain). Sebuah paten
sejak dinyatakan gugur tidak lagi dikuasai secara ekslusif oleh perseorangan
maupun kelompok tertentu, siapapun berhak atas paten gugur tersebut untuk

mendayagunakan secara komersial.



Kurangnya penghargaan (reward) dari pemerintah akan menyebabkan para
peneliti lebih memilih melakukan riset di luar negeri dan hengkang ke manca negara
karena mereka lebih dihargai daripada di dalam negeri yang walaupun UU Paten
telah mengaturnya dan menjamin namun mekanisme pencairan royalti yang berbelit-
belit membuat peneliti enggan untuk meneliti dan menciptakan paten-paten
domestik.

Hal tersebut juga didorong oleh kuatnya orientasi masyarakat pada produk-
produk impor, sementara daya saing produk dalam negeri masih lemah dan
umumnya belum dapat mengimbangi produk-produk impor sehingga Indonesia
sering disebut negara konsumen terbesar, industri lebih memilih paten-paten impor
dibandingkan paten-paten domestik karena lebih mudah dan bahkan lebih murah.

Rendah dana riset juga yang memicu para peneliti malas untuk menciptakan
paten yang bernilai ekonomis tinggi. Pemerintah baru mengalokasikan dana riset
sebesar 0,08% dari APBN, sedangkan dana riset negara maju sebesar 3,5% dari
GDP.Diperlukan anggaran yang besar untuk meningkatkan paten-paten domestik
agar dapat bersaing dengan negara-negara lain, sehingga para peneliti tidak memilih
untuk hengkang ke luar negeri dan hak-hak peneliti terlindungi.

.Konsep Pengaturan Pemberian Hak Ekonomi kepada Inventor ASN Peneliti
dalam Meningkatkan Pemenuhan dan Komersialisasi Paten Domestik

Konsep pemberian sebagian royalti dari hasil alih teknologi kepada inventor ASN
Peneliti terbentur dengan mekanisme keuangan negara yaitu UU No. 20 Tahun 1997

tentang PNBP Pasal 4 yang menyebutkan:



“Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke

Kas Negara.”

Hal tersebut sebagai konsekuensi dari karakterisitik publik, yaitu HKI yang
dihasilkan bersumber dari dana APBN sehingga seluruh PNBP wajib disetor
langsung secepatnya ke kas Negara dan dikelola dalam sistem Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Pasal 6 UU PNBP).

Di dalam UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten terutama Pasal 12 hak ekonomi
dapat diberikan kepada inventor dengan memperhatikan manfaat ekonomi dari
invensinya. Untuk dapat diaplikasikan pemberian royalti tersebut Pemerintah telah
membuat Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan
PNBP yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu. Di dalam Pasal 4 menetapkan bahwa
sebagian dana PNBP dapat digunakan instansi yang mempunyai PNBP untuk
kegiatan yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan instansi dapat
menggunakan sebagian dana PNBP setelah memperoleh persetujuan dari Menteri
Keuangan. Di dalam penjelasannya Pasal 4 ayat (1) ketentuan ini dimaksudkan
untuk memberikan kepastian alokasi pembiayaan kegiatan tertentu yang berkaitan
dengan jenis PNBP. Dana yang dapat dialokasikan adalah dana dari jenis PNBP
yang berkaitan dengan kegiatan tertentu dan pengalokasiannya hanya untuk instansi
yang menghasilkan PNBP yang bersangkutan. Dengan kata lain sebagian PNBP
pada prinsipnya dapat digunakan oleh instansi pemungut kecuali atas jenis PNBP
yang berlaku umum pada Kementerian Negara/Lembaga, antara lain sewa gedung,

jasa giro, dan pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu.



Kegiatan tertentu yang dapat dibiayai oleh PNBP di dalam Pasal 4 ayat (3) PP

No.73 tahun 1999 terdapat 6 bidang, meliputi bidang-bidang :

1.

2.

5.

6.

Penelitan dan pengembangan teknologi;

Pelayanan kesehatan;

. Pendidikan dan pelatihan;

Penegakan hukum;
Pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu;

Pelestarian sumber daya alam.

Dalam Pasal 6 PP No. 73 tahun 1999, permohonan izin penggunaan dana PNBP

oleh institusi pemerintah harus membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) vyaitu

proporsal penggunaan sebagian dana PNBP dilengkapi dengan:

1.

2.

3.

4.

Tujuan penggunaan dana PNBP;

Rincian kegiatan pokok Instansi dan kegiatan yang akan dibiayai PNBP;

Jenis PNBP beserta tarif yang berlaku;

Laporan realisasi dan perkiraan tahun anggaran berjalan serta perkiraan untuk

2 (dua) tahun anggaran mendatang.

Sedangkan, proses izin pengunaan sebagian dana PNBP adalah:

1.

Institusi Pemerintah menyampaikan surat usulan penggunaan sebagaian dana

PNBP kepada Menteri Keuangan;

. Menteri Keuangan menugaskan Dirjen Anggaran untuk menyelesaikan usulan

Institusi Pemerintah tersebut;

. Dirjen Anggaran menugaskan Direktur PNBP untuk menindaklanjuti usulan

surat dari Institusi Pemerintah;



4. Direktorat PNBP:
a. menganalisa/menelaah, meneliti proporsal penggunaan sebagian dana
PNBP;
b. Pembahasan bersama Institusi Pemerintah dan Biro Hukum Kementerian
Keuangan;
c. Merumuskan rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan
Penggunaan Sebagian Dana PNBP, berdasarkan hasil pembahasan,;
d. Menyampaikan rancangan Keputusan menteri Keuangan kepada Dirjen
Anggaran;
5. Dirjen Anggaran meneliti dan menyampaikan rancangan Keputusan Menteri
Keuangan kepada Menteri Keuangan;
6. Penetapan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penggunaan
Sebagian Dana PNBP.

Pengajuan rencana penggunaan di dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan setiap
tahun anggaran selambat-lambatnya pada tanggal 15 Nopember.

Setelah Menteri Keuangan menetapkan Persetujuan Penggunaan Sebagian
Dana PNBP maka Dirjen Anggaran menerbitkan mata anggaran (akun) belanja yang
ditetapkan menurut sistem APBN. Akun tersebut di dalam Pasal 8 ayat (1) digunakan
untuk pembiayaan :

a. operasional dana pemeliharaan, dan atau
b. investasi, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Jenis mata anggaran (akun) belanja berupa pemberian royalti dimungkinkan

sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) di atas, yang dibayarkan sebagai pembayaran



langsung kepada yang berhak, dan melalui penyediaan Uang Yang harus
Dipertanggungjawabkan (UYHD) (Pasal 11). Sedangkan dalam Pasal 9 ayat (2)
pembiayaan yang belum dilaksanakan atau belum diselesaikan dalam tahun
anggaran yang bersangkutan dapat direvisi untuk tahun anggaran berikutnya melalui
revisi anggaran.

Konsep pengaturan pemberian hak ekonomi kepada inventor ASN Peneliti dalam
meningkatkan pemenuhan dan komersialisasi paten domestik dengan
dikeluarkannya regulasi melalui PP No.73 Tahun 1999 menjadi dapat diaplikasikan
langsung kepada inventor ASN Peneliti.

Konsep pemberian royalti di dalam UU Paten sendiri telah diamanatkan di dalam
Pasal 12 UU Paten, namun untuk kebijakan operasionalnya belum ada keseragaman
karena terbentur dengan mekanisme keuangan negara, penulis berpendapat harus
ada sinkronisasi dan peraturan baku tentang pemberian royalti agar jelas tidak saling
berbenturan dengan aturan lainnya sehingga harmonis satu sama lain, tidak
membingungkan para peneliti.

Diharapkan hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat (law as
a tool of social engeneering) atau sarana pembangunan seperti yang diungkapkan
Mochtar Kusumaatmadija di bagian depan. Tidak membingungkan antara peraturan
yang satu dengan yang lainnya dan tidak saling berbenturan.

Adanya jaminan perlindungan hukum terhadap hak ekonomi inventor ASN
Peneliti seperti diamanatkan dalam Pasal 27 UUD 1945 amandemen ke-IV yaitu

wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.



Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul
berkaitan dengan HKI tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi
karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang
akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
pada umumnya.

Konsep pengaturan pemberian hak ekonomi untuk inventor ASN Peneliti
sebaiknya diharmonisasikan dan disinkronisasikan dengan pengaturan bidang

keuangan negara lainnya.

IV PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan uraian pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti dapat
ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Implementasi prinsip alter ego terkait perlindungan hak ekonomi bagi ASN
Penelitibelum sesuai dengan hakikatnya karena pemilik paten adalah pihak yang
memberi kerja, kecuali diperjanjikan lain. Hal tersebut belum menempatkan
inventor sebagai pihak yang tinggi kedudukannya dan tidak diganggu gugat
kepemilikannya terhadap suatu invensi yang diciptakannya.Hak ekonomi inventor
pada praktiknya belum dapat diimplementasikan karena terbentur dengan
mekanisme keuangan negara yaitu UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP. Hal ini
disebabkan Institusi Pemerintah secara operasional belum secara seragam
menetapkan pengaturan mekanisme pemberian royaltikepada inventor ASN

Peneliti.



2. Konsep pengaturan pemberian hak ekonomi kepada inventor ASN Peneliti dalam
meningkatkan pemenuhan dan komersialisasi paten domestik secara eksplisit di
dalam praktiknya pembiayaan hak ekonomi tersebut mengalami kendala regulasi
bidang keuangan negara karena royalti tidak dapat diaplikasikan langsung
kepada inventor ASN Peneliti. Pemerintah telah membuat regulasi melaluiPP
No.73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP yang Bersumber dari
Kegiatan Tertentu sehingga dapat diaplikasikan langsung kepada inventor ASN
Peneliti.

B. Saran

1. Lembaga pemerintah dan perguruan tinggi supaya mengambil inisiatif membuat
kebijakan di lingkungannya mengenai pengaturan pemberian royalti hasil alih
teknologi dan pengurusan paten. Hal ini sangat mendasar dan secara konkrit
berkaitan dengan kepentingan langsung para inventor yang akan mendorong
produktivitas peneliti.

2. Peraturan perundang-undangan di bidang Paten yang menghambat perlindungan
hukum atas hasil invensi sebaiknya dilakukan review dan sinkronisasi peraturan
agar jelas arahnya.Konsep pengaturan pemberian hak ekonomiyang akan datang
untuk Inventor ASN Peneliti diharmonisasikan dan disinkronisasikan dengan

pengaturan bidang keuangannegara lainnya.
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